BERITA DAERAH

KOTA SUKABUMI

TAHUN 2013 NOMOR 18

TANGGAL

NOMOR

TENTANG

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

16 OKTOBER 2013

18 TAHUN 2013

PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2013



BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 18

2013

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG :

PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN

Menimbang

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan
pemerintahan yang berhasil guna dan berdaya
guna, bersih, dan bertanggung jawab, serta
untuk lebih  memantapkan  pelaksanaan
akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah
sebagai wujud pertanggungjawaban dalam
mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah
serta mewujudkan  percepatan  reformasi
birokrasi perlu dikembangkan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;



Mengingat
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bahwa sehubungan dengan huruf a, maka
perlu disusun pedoman Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Sukabumi, yang ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Sukabumi;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan
17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
551);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3850);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang.......
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3584);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan.......
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11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota
Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16
Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Memperhatikan.......
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Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor
KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang
Pedoman Umum  Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 589/1X/6/Y/1999 tentang

Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

MEMUTUSKAN.......




Menetapkan
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SUKABUMI.

Pasal 1

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Sukabumi yang selanjutnya
disebut SAKIP SKPD dijadikan dalam pengambilan
keputusan mulai dari perumusan kebijakan
strategis, perencanaan kinerja tahunan,
pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas kinerja,
serta evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi,
berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah
yang dihadapi secara berkelanjutan.

Pasal 2

SAKIP SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian
sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan
perundang-undangan dalam Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 3
Pedoman SAKIP SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 4.......



Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 16 Oktober 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

Ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 16 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

Ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN
Pembina Utama Muda
NIP 19580815 198503 1 009
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